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Perubahan Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2018-2023 .

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan era reformasi dan demokratis di berbagai bidang kehidupan
masyarakat maupun di instansi pemerintah yang diikuti dengan berlaunya Undang -
Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang - Undang No. 33 Tahun 2004, dimana masyarakat
menuntut adanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dan bebas dari
praktek - praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Merespon tuntutan masyarakat
tersebut, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden (Inpres) tersebut
mengharuskan bahwa setiap instansi Pemerintah sampai tingkat eselon II memiliki
Rencana Strategis (Renstra) tentang program utama yang akan dicapai selama 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) yang harus disampaikan kepada Bupati Penajam Paser Utara setiap
Tahun Anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis mulai
tahun 2018 sampai dengan 2023.

Diharapkan dengan tersedianya Rencana Strategis tersebut Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dapat mempertanggung jawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada Bupati Penajam Paser Utara maupun

pihak-pihak lain yang berkepentingan.
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Uraian Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 27
Tahun 2017, susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Penajam Paser Utara terdiri dari :

Kepala Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok memimpin,

merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi

dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil.

Fungsi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah, tugas,
permasalahan dan kebijaksanaan yang ada;

b. Perumusan Upaya Peningkatan dan pengembangan Kebijaksanaan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

¢. Perumusan pedoman kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai acuan
dalam pelaksanaan tugas;

d. Pendistribusian tugas kepada Sekretaris, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Perangkat Daerah sebagai pedoman;

e. Penyelenggaraan Kkoordinasi pelaksanaan program dengan Organisasi Perangkat
Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

f. Pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membimbing, mengarahkan dan
mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan fungsi teknis urusan
bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

g. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dengan Organisasi Perangkat Daerah lain;

h. Penandatanganan Naskah Dinas berdasarkan kewenangannya sebagai Kepala Dinas
untuk keabsahan naskah dinas;

i. Penjalinan kerja sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan
program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

j. Memberikan petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kepala Bidang Pemanfaatan
Data dan Inovasi Pelayanan, Sekretaris serta bawahan lain pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
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Pengevaluasian pelaksanaan' Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk,
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan serta Sekretaris berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui
tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan
masalahnya;

Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk

bahan pertimbangan pengambilan keputusan;

m. Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.
Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan

dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan administrative dan

teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah

tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan dinas. Kesekertariatan yang

meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan,

administrasi umum;

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a.

penyusunan dan penyiapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan usulan Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan, dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan serta kesekretariatan dan skala prioritas untuk kemudian ditetapkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Penyusunan dan penyiapan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan Upaya
Peningkatan dan pengembangan Kebijaksanaan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

Penyusunan dan penyiapan pedoman kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

Pendistribusian tugas kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, Kepala Sub
Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan Bupati tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Sekretariat Organisasi
Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian Kkerja;
Pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membimbing, mengarahkan dan
mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan administrasi umum,
administrasi kepegawaian, serta penyusunan program, pelayanan administrasi

keuangan dan aset;
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Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan Kepala Sub Bagian Perencanaan
Program, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum sesuai peraturan
dan pedoman yang ada;

Pengevaluasian pelaksanaan program pada kesekretariatan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara lisan maupun tertulis
untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Sub Bagian Perencanaan Program : mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan

pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas.

Adapun fungsi yang dijalankan Perencanaan Program yaitu :

a.

penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan
kebijaksanaan pada Sub Bagian Perencanaan Program sebagai bahan penyusunan
DPA;

Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan
sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program
Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian
Perencanaan Program;

Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Perencanaan
Program;

Pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan
administrasi keuangan, bahan penyusunan RKA, DPA, DIPA, LKIP, penyusunan
rencana/program Kerja;

Pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Sub Bagian
Perencanaan Program sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program
berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian
program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program baik secara lisan
maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Sub Bagian Umum : mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, dan

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi

kepegawaian.

Sub Bagian Umum menyelenggarakan Fungsi :
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penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan
kebijaksanaan pada Sub Bagian Umum sebagai bahan penyusunan DPA;

Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan
sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum;

Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Umum;
Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Umum;
Pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan
administrasi umum dan administrasi kepegawaian;

Pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan Sub Bagian Umum sesuai
peraturan dan pedoman yang ada;

Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum berdasarkan rencana
dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan
yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum baik secara lisan maupun tertulis
sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Sub Bagian Keuangan : mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, penatausahaan

dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas.

Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan Funsi :

a.

m e o 0

penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan
kebijaksanaan pada Sub Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan DPA;
Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan
sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;

Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Keuangan;
Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Keuangan;
Pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanain kegiatan pengelolaan
dan pelaporan keuangan serta aset;

Pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan Sub Bagian Keuangan
sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan berdasarkan
rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan
permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya

Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan baik secara lisan maupun
tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Sekretaris;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.
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Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai

tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas pelayanan pendaftaran

penduduk yang meliputi identitas penduduk, nomor induk kependudukan, Penerbitan

Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta pindah datang dan pendataan

penduduk, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari ;

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi ;

a.

pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk untuk bahan perumusan DPA;

penyusunan rencana program Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
berdasarkan usulan Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang dan Pendataan
Penduduk untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil;

perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk;

pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Seksi Pindah
Datang dan Pendataan Penduduk berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;

penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk
mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan membimbing, mengarahkan dan
mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan pelayanan
pendaftaran penduduk yang meliputi identitas penduduk, nomor induk
kependudukan, penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk serta pindah
datang dan pendataan penduduk;

pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Seksi Identitas Penduduk,
Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk sesuai peraturan dan
pedoman yang ada;

pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan
masalahnya;

pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang dan
Pendataan Penduduk sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.
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o Seksi Identitas Penduduk : mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pendataan dan

pendaftaran penduduk.

Seksi Identitas Penduduk Menyelenggarakan fungsi :

a.

penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan
kebijaksanaan pada Seksi Identitas Penduduk sebagai bahan penyusunan DPA;
penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan
kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi
Perangkat Daerah;

penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Identitas Penduduk;
perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Identitas
Penduduk;

pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Identitas Penduduk;
pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan
pendataan dan pendaftaran penduduk;

pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Identitas
Penduduk sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Identitas Penduduk
berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian
program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Identitas Penduduk baik secara lisan maupun
tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

¢ Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk : mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan

administrasi pindah datang dan pendataan penduduk.

Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk menyelenggrakan fungsi :

a.

penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan
kebijaksanaan pada Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk sebagai bahan
penyusunan DPA

penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan
kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi
Perangkat Daerah;

penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pindah Datang dan
Pendataan Penduduk;

perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Pindah Datang

dan Pendataan Penduduk;

14



Perubahan Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2018-2023

pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Pindah Datang dan
Pendataan Penduduk;

pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan
administrasi pindah datang dan pendataan penduduk;

pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Pindah
Datang dan Pendataan Penduduk sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pindah Datang dan Pendataan
Penduduk berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan
masalahnya;

pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk baik
secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan Kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum

bidang pelayanan pencatatan sipil, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas

bidang pelayanan pencatatan sipil.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi ;

a.

pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil untuk bahan perumusan DPA;

penyusunan rencana program Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil berdasarkan
usulan Seksi Kelahiran dan Kematian, Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan
Status Anak dan Kewarganegaraan untuk bahan perumusan Renstra Organisasi
Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil;

pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian, Kepala Seksi
Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan berdasarkan
peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah
sebagai pedoman;

penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk
mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Bidang
Pelayanan Pencatatan Sipil dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi

untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan pelayanan pencatatan sipil;
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Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Amak dan

Pewarganegaraan : mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi

dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang pencatatan perkawinan, perceraian dan

perubahan status anak.

Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan

Pewarganegaraan Menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan
kebijaksanaan pada Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan
Kewarganegaraan sebagai bahan penyusunan DPA;

b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan
sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;

¢. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perkawinan, Perceraian,
Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan;

d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Perkawinan,
Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan;

e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Perkawinan,
Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan;

f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pencatatan
perkawinan, perceraian dan perubahan status anak;

g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Perkawinan,
Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan sesuai peraturan dan
pedoman yang ada;

h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perkawinan, Perceraian,
Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan berdasarkan rencana dan
realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan
yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status
Anak dan Kewarganegaraan baik secara lisan maupun tertulis sebagai
pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Bidang Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang

yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang

pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukani, Bidang Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan menelenggarakan fungsi ;

a.

pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang
ada pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk bahan

perumusan DPA;
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b. penyusunan rencana program Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan berdasarkan usulan Seksi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan untuk bahan
perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil;

C. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan;

d. pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan, Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat
Daerah sebagai pedoman;

e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk
mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan membimbing,
mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan
pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;

g pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Seksi Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan, Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan dan Kewarganegaraan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

h. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk
mengetahui tingkat pencapaia;n program dan permasalahan yang dihadapi serta
pemecahan masalahnya

i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan,
Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan sebagai pertanggung jawaban
kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

e Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan : mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi ;

a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan
kebijaksanaan pada Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai
bahan penyusunan DPA;

b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan
kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi

Perangkat Daerah;
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c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan;

d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan;

e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan;

f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan
sistem informasi administrasi kependudukan;

g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan
masalahnya;

i. Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban
kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

j.  pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan : mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pengolahan dan penyajian data kependudukan.

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan menyelenggarakan fungsi ;

a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan
kebijaksanaan pada Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan sebagai
bahan penyusunan DPA;

b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan
kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi
Perangkat Daerah;

c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengolahan dan Penyajian
Data Kependudukan;

d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Pengolahan
dan Penyajian Data Kependudukan;

e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Pengolahan dan
Penyajian Data Kependudukan;

f. pembimbingan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengolahan
dan penyajian data kependudukan;

g pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Pengolahan

dan Penyajian Data Kependudukan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
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pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan
masalahnya;

pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban
kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang

mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang

pemanfaatan data.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan funsi :

a.

pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang
Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan untuk bahan perumusan DPA;
penyusunan rencana program Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
berdasarkan usulan Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Seksi Pemanfaatan
Data dan Dokumen Kependudukan untuk bahan perumusan Renstra Organisasi
Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perumusan Renstra
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang Pemanfaatan
Data dan Inovasi Pelayanan;

pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan,
Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan berdasarkan
peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah
sebagai pedoman;

penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk
mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Seksi
Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk
optimalisasi tugas yang berhubungan dengan pemanfaatan data dan inovasi
pelayanan;

pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Seksi Kerjasama dan
Inovasi Pelayanan, Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
sesuai peraturan dan pedoman yang ada; /

pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemanfaatan Data dan

Inovasi Pelayanan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
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pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan
masalahnya;

pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, Seksi
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagai pertanggung jawaban
kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

o Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan : mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kerjasama dan

inovasi pelayanan.

Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

a.

penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan
kebijaksanaan pada Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan sebagai bahan
penyusunan DPA;

penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan
kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi
Perangkat Daerah;

penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kerjasama dan Inovasi
Pelayanan;

perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Kerjasama dan
Inovasi Pelayanan;

pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Kerjasama dan
Inovasi Pelayanan;

pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kerjasama
dan inovasi pelayanan;

pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Kerjasama
dan Inovasi Pelayanan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kerjasama dan Inovasi
Pelayanan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan
masalahnya;

pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan baik secara
lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang
Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

e Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan : mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan menyelenggarakan fungsi :
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a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan
kebijaksanaan pada Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
sebagai bahan penyusunan DPA;

b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan
kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi
Perangkat Daerah;

c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan;

d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Pemanfaatan
Data dan Dokumen Kependudukan;

e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Pemanfaatan Data
dan Dokumen Kependudukan;

f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan
data dan dokumen kependudukan;

g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sesuai peraturan dan pedoman
yang ada; |

h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk
mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta
pemecahan masalahnya;

i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban
kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;

j.  pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

g. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang
menunjang pelaksanaan tugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai
dengan bidang keahlian dan kebutuhan serta berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Uraian Tugas Jabatan Fungsional akan diatur terpisah dari Peraturan Bupati

ini bersamaan pembentukannya dengan Peraturan Bupati.

2.2. SUMBERDAYA
2.2.1. Sumber Daya Manusia

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor 01 Tahun 2011 , tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah (Perda)
Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, dan

ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 07 Tahun 2011
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diperbaharui kembali dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 tahun
2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara disebutkan bahwa
Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser

Utara dengan jumlah pegawai sebagaimana table berikut :

Tabel : Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Pada Tahun 2018

b

GOLONGAN
Ib [lc [Illa| IIlb | Hlc | IId IVa IVb IVc JML
1 3 6 3 3 8 4 1 1 30

Komposisi pegawai dan Tenaga Honor Lepas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil berdasarkan pendidikan sebagaimana table berikut :

Tabel : Jumlah PNS dan THL Berdasarkan Pendidikan pada Tahun 2018

TINGKAT PENDIDIKAN
INSTANSI/UN
NO. | |TKERJA

] SD | SLTP|SLTA | D1 | D2 | D3 | D4 | 51 | s2 | JML

1 Pegawal | 4 | | 4 ls=d1l2zl<c|18] 4] 30
Negeri Sipil

2 | Tenaga wob - a9 ] - | 34
Honor Lepas

Komposisi PNS dan THL sebagaimana table di atas menggambarkan secara sepintas bahwa
kondisi volume beban tugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan

jumlah pegawai yang ada belum memadai sehingga banyak THL yang kemudian direkrut.

2.2.2. Sumber Daya Aset / Modal

Aset Bergerak
Unit
No Sarana dan Prasarana
Buah
1 Kendaraan (Roda 4) 4
2 Kendaraan (Roda 2) 12
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Aset Tidak Bergerak
- ; Unit
No Sarana dan Prasarana
Buah
1 Notebook 27
2 Server 1
3 Monitor Server 1
4 Komputer 65
5 Kursi Kerja 50
6 Kursi Besi 31
7 Kursi Tunggu 8
8 Kursi Tamu 32
9 | Kursi Rapat Pimpinan 1
10 | Kursi Rapat 12
11 | Kursi Rapat Chitose 250
12 | Meja Pelayanan 1
13 | Meja Kerja 56
14 | Meja Komputer 15
15 | Meja Rapat 2
16 | Lemari Arsip VIV Pintu Kaca Sleding 18
17 | Lemari Arsip Dua Pintu 1
18 | Lemari Kayu Besar 1
19 | Lemari Kayu 6
20 | Filling Kabinet 7
21 | AC 9
22 | Faximile i
23 | TV 9
24 | Wireles 1
25 | Telepon & PABX 7
26 | Dispenser 5
27 | Kulkas 1
28 | Camera Digital Sony 6
29 | Camera Digital Nikon coolpix 4
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30 | Camera Canon EOS 60D 1
31 | Camera Canon 6
32 | Triport 4
33 | Kain Background 2
34 | Layar Triport 1
35 | Infokus 1
36 | Mesin Potong Kertas 1
37 | Korden 1
38 | Brankas 2
39 | Serkat/ Partikel 1
40 | Genset 7
41 | Peralatan e-KTP Mobile 2
42 | Papan Tulis Elektronik 1
43 | Lemari Arsip 4
44 | Printer 86
45 | Mesin Jilid 1
46 | Mesin Pompa Air + Tandon 1
47 | Mesin Antrian 1
48 | Interior melekat/ partisi ruangan Kasi 2
49 | Interior melekat/ partisi ruangan staf 2
50 | Hardisk 1
51 | Handycam Sony HDR XR260VE 2
52 | Almari 1
53 | Monitor 2

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa
inventaris dinas dan fasilitas lainnya. Dari jumlah tersebut secara umum sarana dan prasarana
tersebut belum memadai. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran pada setiap tahunnya,
sehinggan sarana dan prasarana penunjang masih perlu ditingkatkan di masa mendatang dalam

rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
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Kinerja Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara

2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan

Pembangunan kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam
pencapaia tujuan pembangunan, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya
manusia. Pembangunan kependudukan bertujuan untuk melakukan pengendalian kuantitas
penduduk sebagai salah satu aspek penting yang harus dilakukan guna menjamin
tercapainya petumbuhan penduduk yang seimbang. Jumlah penduduk yang besar dengan
pertumbuhan cepat, kualitas rendah, persebaran tidak merata akan menghambat
tercapainya kondisi ideal antara kualitas, kuantitas, mobilitas, dan daya dukung lingkungan.
Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, oleh karena itu

perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi penduduk.

Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan
kependudukan harus dilaksanakan secara lintas bidang dan lintas sektor, oleh karena itu
dibutuhkan koordinasi dan pemahaman mengenai hubungan penduduk dan dinamikanya,

termasuk pembangunan keluarga dengan perkembangan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK) sejak tahun 2007. Sistem tersebut bertujuan menata sistem administrasi
kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dibidang kependudukan serta
terbangun database kependudukan yang terpusat. Database kependudukan yang dihasilkan
tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi dan
karakteristik penduduk dan kedepanya diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan datakependudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam
siklus manajemen pemerintahan dan pembangunan. Secara umum, tujuan monitoring dan
evaluasi adalah untuk mendapatkan informasi dan mengambil pelajaran dari pengalaman
mengenai pengelolaan program melalui capaian keluaran (output), hasil (outcome),
manfaat (benefit), dan dampak (impact) dari kegiatan pembangunan yang telah selesai
dilaksanakan. Informasi dan pelajaran tersebut kemudian menjadi umpan balik bagi
pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan

pengendalian rencana pembangunan selanjutnya.

Evaluasi capaian hasil renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2013 -2018 menunjukkan beberapa beberapa

keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan yaitu :
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1. Program Administrasi Perkantoran

Pencapaian kinerja pada pelayanan administrasi perkantoran didukung dengan kegiatan-

kegiatan :

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan konsultasi dalam daerah

2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Pencapaian kinerja pada pelayanan sarana dan prasarana perkantoran melalui kegiatan :

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pelatihan tenaga pengelola SIAK

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

Pengolahan dalam menyusun informasi kependudukan

Peningkatan pelayana publik dalam bidang kependudukan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pelaksanaan administrasi kependudukan melalui SIAK

Pelayanan Pencatatan Perkawinan Diluar Kantor

Penerapan dan Penerbitan KTP-El secara regular di Kabupaten Penajam Paser Utara

Pelayanan Pencatatan Sipil

27



Perubahan Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2018-2023

Dari segi ketertiban administrasi kependudukan sudah mulai ada peningkatan kinerja .
Sebagai gambaran akan hal tersebut dapat dicermati bahwa penerbitan Akte Kelahiran, Akta
Perkawinan, Akta Kematian tersedia datanya, begitu pula dalam hal penerbitan KTP EL
Penduduk yang memiliki KTP El tiap tahunnya mengalami peningkatan. Disisi lain pemerintah
juga telah menertibkan administrasi serta data basenya. Hal ini sangat penting apabila ingin
terwujudnya penguatan kelembgaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata

pemerintahan yang baik dan berkualitas. Berikut grafik peningkatan jumlah Akte Kelahiran
dan KTP:

Grafik : Jumlah Pelayanan Akte Kelahiran
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Grafik : Jumlah Pelayanan Akte Kematian
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Grafik : Jumlah Penduduk Ber KTP El
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Tabel T-C.23

Perubahan Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2018-2023

Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Penajam Paser Utara

No | Indikator | Target | Target | Target Target Renstra Tahun ke - Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian pada Tahun ke -
kinerja NSPK IKK | Indikator
lainnya
2014 2015 2016 2017 2018 2014 | 2015 | 2016 2017 2018 2014 | 2015 2016 | 2017 | 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) | (12) | (13) (14) (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20)
1. L‘;(‘:‘;“l:‘e‘l':h";:i" 10.000 8000  6.000 6.000 6.000 8315 | 6.193 5.942 6.702 2909 | 8315 | 7741 | 99.03 | 167.55 | 4848

Jumlah Layanan
2. | Akte 55 60 65 70 85 58 57 84 58 26 | 10545 95 | 12923 | 6823 | 3058

Perkawinan
3. !Al“(’:‘:“‘?e‘;:a":‘a':" 300 450 600 750 900 229 | 375 758 |  1.049 495 | 7633 | 8333 | 12633 | 11655 55
4 L‘run:-ﬁ Rekam 109.080 | 128597 | 119277 | 116500 | 120280 | 103.148 | 99.980 | 103.614 | 109.746 | 113640 | 9456 | 7774 | 8686 | 9420 | 9447
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233 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis pengelolaan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Penajam Paser Utara melalui pelaksanaan Renstra periode 2013 - 2018 yaitu

tahun 2013 mengelola anggaran Rp. 7.627.341.308-, Tahun 2014 dengan anggaran Rp.

. 9.030.399.501,- Tahun 2015 dengan anggaran Rp. 7.451.090.995,-. Tahun 2016 dengan
anggaran Rp. 6.189.280.407,-, tahun 2017 dengan anggaran Rp. 5.855.014.988,-. Tahun
. 2018 dengan anggaran Rp. 6.151.753.315,-

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dan penurunan
jumlah anggaran yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari tahun

ketahun.
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Tabel T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Rata-rata
uraian Anggaran Tahun ke - pertumbuhan
2013 2015 2016 2017 2018 2013 2015 2016 2017 2018 2013 [ 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi

(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) | (13) | (24) | (15) | (16) (17) (18)
Program pelayanan 1.064.940. | 822.217.65 | 554.084.55 | 479.208.9 | 1.267.373 962.956.198 | 665.104 | 466.691.6 | 401.688. 1.126.375. | 90.42 | 80.89 | 84.22 | 80.80 | 89% 20% 20%
administrasi 000 5 6 12 .200 .609 67 296 460 % % % %
perkantoran
Program Peningkatan | 359.920.00 | 526.656.00 | 252.130.00 | 59.986.00 | 65.596.80 338.446.950 | 274.237 | 246.233.4 | 51.305.0 | 38.054.000 | 94.03 | 52.07 | 97.66 | 85.60 58 % 20% 20%
sarana dan prasarana 0 0 0 0 0 .023 00 29 % % % %
aparatur
Program peningkatan | 26.250.000 | 35.500.000 : - - | 26.083.750 | 35.399. . - -] 9936 | 99.71 - - - 20% 20%
disiplin aparatur 200 % %
Program peningkatan | 176.000.00 - - - - 173.799.030 - - - -1 9875 - - - - 20% 20%
kapasitas sumber 0 %
daya aparatur
Program peningkatan | 2.500.000 - 0 0 | 31.000.00 2.178.000 - 0 0| 30.498.700 | 87.12 - 0 0| 99% 20% 20%
pengembangan Y %
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Program penataan 3.791.296. 2.399.380. | 1.767.123. | 2.075.194. | 1.525.022 | 3.450.512.05 | 2.188.0 | 1.501.949 | 1.866.04 1.407.582. | 91.01 91.19 | 84.99 90% | 96% 20% 20%
administrasi 038 (41010} 500 000 .000 1 35.632 715 1.520 462 % % %
kependudukan

32




Perubahan Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2018-2023

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara

Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara sangat dipengaruhi oleh
beberapa faktor yang menjadi tantangan. Setidaknya berkaitan dengan penerapan
pola manajerial satuan kerja yang sangat menentukan bagi kualitas pelayanan dan
pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan. Pola ini banyak menjelaskan
beberapa isu dan permasalahan dilihat dari sisi sistemm manajemen kegiatan. Selain
itu faktor-faktor yang berpengaruh di luar kapasitas kelembagaan yang ada seperti
peraturan, proses anggaran, kewenangan lembaga, tingkat SDM masyarakat serta

kondisi geografis wilayah.
2.4.1 Tantangan

a. Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai baik kuantitas maupun
kualitas.

b. Minimnya kemampuan penguasaan teknologi informasi personil pelayanan.

c. Anggapan bahwa  administrasi  kependudukan  dilihat sebagai = sumber
pemasukan/pendapatan daerah, bukan sebagai pelayanan publik.

d. Database kependudukan belum secara optimal dimanfaatkan sebagai bahan penentu
perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah.

e. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan secara cepat, murah, mudah dan

nyaman.

Sedangkan peluang-peluang yang mungkin dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan

antara lain :

2.4.2 Peluang

a. Adanya Undang-undang tentang administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-
undangan lainnya sebagai payung hukum.

b. Komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan tertib
administrasi kependudukan dan catatan sipil.

c. Adanya pemegang kepentingan (stake holder) yang mewajibkan tertib administrasi
kependudukan dan catatan sipil misalnya: lembaga pendidikan, rumah sakit, Badan
Penyelenggara jaminan kesehatan (BPJS), Kepolisian dan SKPD atau lembaga lainnya.

d. Ketersediaan teknologi dan sarana telekomunikasi yang ada guna mendukung keakuratan,

kemutahiran dan validasi data kependudukan.
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BAB 111

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 maka
pada hakekatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan
pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada
didalam/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara dengan
tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan,
menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Disebutkan pula bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh
Dokumen kependudukan;
1. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2. Perlindungan atas data pribadi;
3. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
4. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas
dirinya dan/atau keluarganya; dan
5. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi
pelaksana.
Pembangunan kependudukan di Negara Kesatuan Repulik Indonesia walaupun
telah dilaksanakan sejak lama namun sampai dengan sekarang masih harus
disempurnakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin lama

tingkat kompleksitasnya makin tinggi.

Dengan hadirnya era globalisasi menyebabkan tingkat mobilitas penduduk yang
semakin meningkat, hal ini menuntut kepada pemerintah agar penyelenggaraan
administrasi kependudukan yang semakin lancar, cepat, dan tertib; sehingga tidak akan
terjadi Kkesenjangan harapan (expectation gap) yang bisa menimbulkan
ketidakharmonisan antara instansi pemerintah dengan para pengguna langsung dari

masyarakat.
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Tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada hakekatnya bukan
hanya berada pada tingkat pelayanan yang langsung kepada masyarakat, namun
demikian harus dimulai dari informasi biodata penduduk yang harus valid dan tidak
berubah-ubah, sampai dengan pengelolaan data agar tetap bisa disajikan secara akurat
dan mutakhir dalam rangka melindungi status kependudukan atau peristiwa vital/
penting yang dialami oleh penduduk, sehingga jika dibutuhkan akan segera bisa

disajikan secara cepat dan tepat.

Data kependudukan yang valid dan mutakhir merupakan salah satu data pokok
yang diperlukan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan Kkarena
merupakan input utama yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan. Dengan kata lain bahwa proses perencanaan pembangunan secara
umum seharusnya didasarkan pada kualitas data kependudukan, sehingga pengambilan

keputusan pembangunan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.

Tertibnya dokumen kependudukan memang tidak saja menjadi tugas Pemerintah
melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana, namun
diperlukan pula komitmen yang kuat dari masyarakat untuk melaporkan setiap
peristiwa kependudukan, yang dimulai dari perkawinan, kelahiran, cerai hidup, cerai
mati, pindah datang, kematian, pendidikan, dan lain-lain yang harus dilaporkan oleh

penduduk yang mengalaminya.
a.l1.Isuyangada:

a.1.1.Bidang pelayanan pendaftaran penduduk

a. Tingkat kepemilikan KTP-EL-EL penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara
dibanding dengan wajib KTP-EL sebesar 98,98 %

b. Tingkat tertib waktu pelaporan pengurusan KTP-EL dan dokumen
kependudukan lainnya yang tepat waktu masih kurang.

c. Tingkat validitas data penduduk yang tercantum dalam kartu keluarga masih
kurang, terlihat dari masih banyak terjadi perubahan biodata penduduk dan
status kependudukan karena karena kawin, cerai hidup, cerai mati pindah
datang tetapi belum melaporkan

a.1.2. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan

a. Data base kependudukan belum seluruhnya akurat dan mutakhir

b. Database kependudukan belum secara optimal dimanfaatkan sebagai bahan
penentu perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah.

a.1.3 Bidang pelayanan pencatatan sipil.

a. Adanya permasalahan pengurusan akta catatan sipil bersifat lintas sektoral.
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b. Tempat ruang arsip pencatatan sipil belum representative dari segi kemananan
dan kerahasiaan dokumen catatan sipil
c. Pengelolaan dokumen arsip maupun akta catatan sipil masih bersifat manual.
a.1.4 Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan
a. Belum tersedianya data ware house yang ada di dalam perangkat SKPD
a.1.5 Sekretariat
a. Terbatasnya ruang/gedung dinas untuk penyelenggaraan program dan kegiatan
rutin kantor
b. Terbatasnya personil baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menunjang
kegiatan bidang-bidang dan sekretariat SKPD.
c¢. Tempat ruang khusus dokumen kependudukan dan pencatatan sudah tidak

representatif dari segi kemananan dan kerahasiaan dokumen catatan sipil.

b.2. Kondisi Yang diinginkan dan Proyeksi Kedepan
b.2.1 Bidang pelayanan pendaftaran penduduk
a. Tingkat kepemilikan KTP-EL penduduk kabupaten Penajam Paser Utara
dibanding dengan wajib KTP-EL sebesar 100 %.
b. Tingkat tertib waktu pelaporan pengurusan KTP-EL dan dokumen
kependudukan lainnya yang tepat waktu.
c. Tingkat validitas data penduduk yang tercantum dalam kartu keluarga cukup
tinggi dengan indikasi perubahan biodata penduduk dan status kependudukan
karena karena kawin, cerai hidup, cerai mati pindah datang dilaporkan oleh

penduduk.

b.2.2 Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan
a. Data dan informasi kependudukan akurat dan mutakhir.
b. Data dan informasi kependudukan dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan

penentu perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah

b.2.3 Bidang pelayanan pencatatan sipil
a. Teratasinya permasalahan pengurusan akta catatan sipil bersifat lintas sektoral.
b. Pengelolaan dokumen arsip maupun akta catatan sipil secara modern dan
elektronik.

b.2.4 Bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan

a. Tersedianya layanan informasi data kependudukan di pemerintah.
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b.2.5 Sekretariat
a. Tersedianya ruang/gedung dinas yang representativ untuk penyelenggaraan
program dan kegiatan rutin kantor.
b. Terpenuhinya kebutuhan personil secara kuantitas dan kualitas untuk
menunjang kegiatan bidang-bidang dan secretariat SKPD.
¢. Tersedianya tempat / ruang khusus dokumen kependudukan dan pencatatan

sipil yang representatif dari segi keamananan dan kerahasiaan.

Tabel Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Disdukcapil Kabupaten

Penajam Paser Utara
Aspek Kajian Kondisi Saat ini Kondisi yang Diinginkan
A. Bidang
P ’ . sy _] .
elayanan op oo kepemilian KTP-EL masih Tingkat kepemilikan KTP-EL 100%

Pendaftaran '

Kependudukan
Tertib waktu pelaporan pengurusan KTP- . .
EL dan dokumen kependudukan lainya Tertib waktu pelaporan pengurusan KTP-EL

" dan Dokumen Kependudukan
yang tepat waktu masih kurang
Tingkat validitas data penduduk yang
tercantum dalam Kartu Keluarga masih Tingkat validasi data dalam Kartu Keluarga
kurang dan pelaporan peristiwa penting dan pelaporan peristiwa penting tinggi
masih kurang
B. Bidang

Pengelolaan

Informasi Data Base kependudukan belum Data dan informasi kependudukan akurat

Administrasi seluruhnya akurat dan mutakhir dan mutakhir

Kependudukan
Data Base kependudukan belum secara Data dan informasi kependudukan
optimal dimanfaatkan sebagai bahan dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan
bahan penentu perencanaan dan kegiatan | penentu perencanaan dan kegiatan
pembangunan daerah pembengunan daerah
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C. Bidang
Pelayanan
Pencatatan
Sipil

D. Bidang
Pemanfaatan
dan Inovasi

Pelayanan

E. Sekretariat

Adanya permasalahan pengurusan akta
catatan sipil bersifat lintas sektoral

Teratasinya permasalahan pengurusan akta
pencatatan sipil bersifat lintas sektoral

Tempat ruang arsip pencatatan sipil belum
representative dari segi keamanan dan
kerahasiaan dokumen catatan sipil

Tersedianya ruang arsip pencatatan sipil
yang representative

Pengelolaan dokumen arsip maupoun akta
catatan sipil masih bersifat manual

Pengelolaan dokumen arsip mauoun akta
pencatatan sipil secara modern dan
elektronik

Belum tersedianya data ware house yang
ada di dalam perangkat skpd

Tersedianya layanan informasi data
kependudukan di pemerintahan

Terbatasnya ruang/gedung kantor untuk
penyelenggaraan program dan kegiatan
rutin kantor

Terdsedianya ruang/gedung kantor yang
representative untuk penyelenggaraan
program danmkegiatan rutin kantor

Terbatasnya personil baik secara kualitas
maupun kuantitas untuk menunjang
kegiatan pada bidang dan kesekretariatan

Terpenuhinya kebutuhan personil secara
kualitas maupun kunatitas untuk menunjang
kegiatan pada bidang dan sekretariat

Tempat/ruang khusus dokumen
kependududkan dan pencatatan sipil tidak
representative baik dari segi keamanan
dan kerahasiaan dokumen

Tersedianya tempat/ruang khusus dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil yang
repriesentative dari segi keamanan dan

‘kerahasiaan
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3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Renstra merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah kabupaten
Penajam Paser Utara, sehingga sasaran dan program yang disusun dalam Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mengacu pada sasaran dan kebijakan yang tertuang
dalam Visi Misi daerah 2018- 2023, oleh karena itu telaahan Visi Misi sangat penting dalam

penyusunan dokumen ini.

3.2.1 Visi Kabupaten Penajam Paser Utara

Selama lima tahun mendatang, Visi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara yang
akan dicapai sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 -
2023 adalah

“Membangun Penajam Paser Utara yang Maju, Modern dan Religius”

Adapun filosofi Visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten

Penajam Paser Utara yang :

1. Maju: Meningkatnya kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan
kelembagaan politik dan hokum;

2. Modern: Mampu setara dalam menerapkan dan mensenergikan prinsip-prinsip tatakelola
pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan kemajuan teknologi kekinian yang ramah
lingkungan dan berkelanjutan;

3.  Religius : Mewujudkan kehidupan masyarakat sejajar, sederajat dan seimbang dunia dan
akhirat menuju masyarakat berakhlak mulia, aman dan damai.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi
dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimilki,
maka ditetapkan 11(sebelas) misi sebagai berikut:

3.2.2 Misi

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka
pengangguran;

2. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas kawasan serta industry terpadu;

3. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar mesyarakat
bidang pendidikan dan kesehatan;

4. Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas;

5. Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri,
Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama local, regional, maju dan berkelanjutan;

6. Menanggulangi kemiskininan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian

berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan
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terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan Kkelurahan serta pembangunan kawasan
perdesaan dan kelurahan;

7. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energy listrik,
pengelolaan sumber daya air, pengélolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahanserta
permukiman;

8. Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas;

9. Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan
yang baik dan berkualitas;

10. Pengembangan system informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan
penengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah;

11. Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu
pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat penajam paser utara
yang maju, modern dan religius.

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 - 2023,
Prioritas pembangunan yang disasar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Penajam Paser Utara adalah pada misi ke satu yakni :

“Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata

pemerintahan yang baik dan berkualitas”

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negri yang difokuskan
pada Ditjen Dukcapil dalam penyusunan perencanaan program kegiatan, organisasi
perangkat daerah perlu memperhatikan keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang
terdapat dalam dokumen perencanaan di kementerian atau lembaga. Karena sistem
perencanaan pembangunan nasional merupakan sebuah proses yang sistematis dan
terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumendokumen yang dihasilkan harus
menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan
tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan,
termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.
Berdasarkan uraian diatas beberapa Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Sasaran Renstra tingkat
Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut :
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Tabel : Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Penajam
Paser Utara
Visi: Membangun Penajam Paser Utara Maj dan Religius
Permasalahan Faktor
NO | Sasaran Renstra K/L pelayanan SKPD Pendorong Penghambat
1. | Tertib database Sistem jaringan Tersedianya sarana Terbatasnya sarana
kependudukan berbasis database prasarana aplikasi prasarana dan
NIK nasional dan pelayanan | kependudukan belum | system informasi pendukung SDM
dokumen kependudukan seluruhnya terkoneksi | kependudukan (SIAK)
secara nasional dan hardware yang
memadai
2. | Terwujudnya pemberian Adanya penduduk Tersedianya regulasi Kurangnya
NIK kepada setiap rentan adminduk yang mengatur kepedulian
penduduk yang tinggal di penerbitan NIK bagi masyarakat
Kabupaten Penajam penduduk rentan .
Paser Utara adminduk terha}dap art
pentingnya
kepemilikan NIK
3. | Terwujudnya NIK sebagai | Gangguan koneksi Tersedianya database | Belum semua
dasar penerbitan dokumen | dengan data centerdi | kependudukan lembaga berbasis
pelayanan oleh instansi Pusat sehingga berbasis NIK NIK dalam
terkait menghambat .
pen ége cekan NIK pelayanan publik
penduduk
4. | Terwujudnya perencanaan |Belum adanya Tersedianya data Belum tersedianya
kependudukan dan sinkronisasi dokumen | kependudukan yang anggaran
kebijakan perkembangan | perencanaan valid sebagai dasar penyusunan
kependudukan sebagai kependudukan dan penyusunan rencana dokumen
dasar pembangunan kebijakan kebijakan
nasional dan daerah perkembangan kependudukan per(.a-ncanaan
kependudukan kebijakan
kependudukan oleh
tenaga ahli yang
kompeten di bidang
kependudukan
5. | Tersedianya pranata Peraturan tentang Perubahan Belum tersusunnya
hukum daerah dan penyelenggaraan peraturanperaturan regulasi tentang
kelembagaan administrasi administrasi perubahan
penyelenggaraan kependudukan di kependudukan yang peraturan
administrasi yang mampu | tingkat Pusat belum semakin memberi L. .
mendorong masyarakat menyesuaikan dengan | kemudahan pada administrasi
taat melaporkan dan peraturan masyarakat untuk kependudukan
mencatatkan peristiwa perundangan yang melaporkan dan
kependudukan dan baru mencatatkan peristiwa
peristiwa penting yang kependudukan dan
dialaminya peristiwa penting

(3
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34. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasar penggunaan lahan, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kawasan
lindung, kawasan budidaya dan kawasan Strategis. Berikut adalah uraian untuk masing-

masing kawasan.

1. Kawasan Lindung Kabupaten
Kawasan lindung merupakan wilayah yang mempunyai fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya
buatan yang meliputi kawasan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan
perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam serta cagar budaya; dan

kawasan rawan bencana.

2. Kawasan Budidaya Kabupaten
Kawasan budidaya merupakan kawasan yang mempunyai fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan
memberikan hasil untuk kebutuhan manusia. Kawasan ini meliputi kawasan
peruntukan kehutanan, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan
perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri,
kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan

peruntukan lainnya.

3. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup

kabupaten/kota terhadap ekonomi, dan lingkungan. Kawasan Strategis Kabupaten

sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan

b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Kawasan perkotaan Petung-Giri Mukti berada di Kecamatan Penajam;

b. Kawasan peternakan Rusa Api Api berada di Desa Api Api Kecamatan Waru;

¢. Kawasan pariwisata bahari berada di Kecamatan Penajam;

d. Kawasan agropolitan berada di Kecamatan Babulu;

e. Kawasan Minapolitan berada di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu dan Desa Api-
api Kecamatan Waru;

f. Kawasan sekitar jembatan penyeberangan Penajam - Balikpapan sisi Penajam Paser
Utara;

g. Kawasan Terminal Penampungan Minyak Mentah (Crude Central Terminal) berada

di Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam; dan
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h. Kawasan industri Buluminung dan sekitarnya.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud berupa kawasan konservasi mangrove meliputi:
a. Kawasan mangrove Tanjung Maruwat berada di Kecamatan Babuly;
b. Kawasan mangrove Mentawir berada di Kecamatan Sepaku;

c. Kawasan mangrove Kemantis berada di Kecamatan Sepaku.

Adapun faktor-faktor penghambat dan faktor - faktor pendorong yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan, ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah :

1. Faktor Penghambat :

a. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai unsur pelaksana dacrah

yang menjalankan urusan administrasi kependudukan yang merupakan rangkaian
kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain, namun hal ini tidak didukung dengan Sumber Daya
Manusia yang memadai.

Mengingat jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara yang semakin hari
semakin bertambah besar, maka sudah menjadi keharusan bagi kita untuk
membangun penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib, teratur,
berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK dan tertib
dokumen kependudukan sehingga dibutuhkan masyarakat yang memiliki kesadaran
tinggi dalam rangka mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara
aktif.

2. Faktor Pendorong :

a.

Adanya dukungan penganggaran yang memadai dan kebijakan dari pimpinan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan stakholder lainnya dalam mendukung
pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan .

Adanya komitmen yang tinggi ASN dan THL Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan, walaupun
keterbatasan SDM yang dimiliki.
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3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan di atas, maka isu strategis dalam
penyelenggaraan program Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil lima tahun kedepan adalah
sebagai berikut:

a. IsuUtama
“ Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Administrasi Kependudukan serta
Tersedianya Data yang Akurat dan Aktual®

Isu strategis yang Utama berkisar pada meningkatnya kualitas dan kuantitas

pelayanan. Masih adanya penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan sesuai
dengan ketentuan perundangan yang berlaku dapat dimungkinkan sekali faktor penyebabnya
adalah kualitas dan kuantitas pelayanan yang belum baik. Masih rendahnya pemahaman
masyarakat dan kondisi geografis wilayah dengan penyebaran penduduk yang tidak merata
juga menjadi penyebab masih belum dapat tercapainya layanan administrasi kependudulkan
tidak optimal. Selanjutnya dengan dengan kondisi tersebut di atas maka akan berpengaruh pula
terhadap validitas data base kependudukan yang tersaji.

b. IsuTambahan
- Kurangnya kualitas SDM yang memadai
- Permasalahan jumlah SDM PNS yang kurang
- Belum optimalnya pemahaman masyarakat

- Terbatasnya anggaran
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,

sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu,

jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang ingin

dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara,

sebagai berikut :

1.

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan
pencatatan sipil yang transparan dan akuntabel.

Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Menyajikan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil yang
akurat dan mutakhir.

Menyediakan layanan informasi data kependudukan di daerah Kab. PPU

Adapun Sasaran sebagai bentuk penjabaran dari Tujuan yang telah ditetapkan

di atas, adalah sebagai berikut yaitu :

1.
2.

Terpenuhinya kepastian hukum dan hak sipil penduduk.
Meningkatnya pemahaman masyarakat akan kewajibannya dalam pelaksanaan

administrasi kependudukan

. Tersedianya data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil yang

akurat dan mutakhir (real time) dan mudah diakses masyarakat untuk

kepentingan pembangunan daerah

. Tersedianya konten data kependudukan sesuai kebutuhan perangkat daerah
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TABEL T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR
NO. TUJUAN SASARAN TUJUAN/SASARAN TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
(1) (2) (3) 4 () (%) (6) ) (8)
1. | Meningkatkan kualitas | Terpenuhinya Kepemilikan dokumen 15.757 14391 18.000 18.500 19.000
pelayanan administrasi | kepastian hukum dan | kependudukan Kartu
kependudukan dan hak sipil penduduk Keluarga (KK)
pelayanan pencatatan Kepemilikan dokumen 14.040 22319 22.000 22.500 24.000
sipil yang transparan kependudukan KTP El
dan akuntabel Kepemilikan dokumen 15.462 8.163 10.000 10.500 10.750
) kependudukan KIA
Kepemilikan dokumen 7.646 6.889 6.810 5.623 5.235
catatan sipil
2. Mewujudkan tertib | Meningkatnya Terselenggaranya 4 Kecamatan 4 Kecamatan 4 Kecamatan 4 Kecamatan 4 Kecamatan
administrasi pemahaman masyarakat | pelayanan aplikasi
kependudukan akan kewajibannya | SIAK di Dukcapil dan
dalam pelaksanaan | di Kecamatan
administrasi
kependudukan
3. | Menyajikan data dan Tersedianya datadan | Tersedianya  akses 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku
informasi informasi informasi  tentang
kependudukan dan kependudukan dan Z:"Xel_e‘t‘fgﬁr aan
pencatatan sipil yang | pencatatan sipil yang ministrasi
akurat dan mutakhir. | akurat dan mutakhir l;:gecgfa‘g:k:; " yg:'g'
(I:eal time) dan mudah cepat dan mudah
diakses masyarakat diakses oleh
untuk kepentingan masyarakat
pembangunan daerah
4. | Menyediakan layanan | Tersedianya konten Jumlah MoU perjanjian 4 OPD 4 0PD 4 OPD 6 OPD 6 OPD
informasi data data kependudukan kerja sama (PKS)
kependudukan di sesuai kebutuhan dengan OPD yang akan
daerah Kab. PPU perangkat daerah memanfgatkan data
kependudukan
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BABV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapian tujuan dan sasaran tentunya dibutuhkan sebuah
strategi kebijakan yang harus diterapkan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara menerapkan strategi kebijakan

sebagai berikut :

1. Menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang
berkelanjutan, hal ini dicapai dengan pemahaman bahwa :

a. Pembangunan yang sasarannya penduduk adalah kegiatan yang bersifat
lintas sektoral, sehingga memerlukan strategi kebijakan kependudukan yang
bersifat terpadu terhadap pengendalian
kuantitas, kualitas dan pengarahan mobilitas yang didukung
dengan penyediaan data dan informasi yang akurat.

b. Dalam rangka menunjang pengelolaan kependudukan pembangunan
ditempuh dengan mengedepankan hak-hak penduduk dan perlindungan
sosial serta pemberian pemahaman tentang pembangunan yang berwawasan
kependudukan.

2. Menyelenggarakan  administrasi ~ kependudukan  untuk  mendorong
terakomodirnya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial, hal ini dapat
dicapai dengan cara:

a. Menjadikan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan data dan
informasi dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Menerbitkan identitas dan dokumen kependudukan dilaksanakan untuk
memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam pelayanan sosial
lainnya.

c. Mencegah segala macam bentuk penyalahgunaan pelayanan yang merugikan
masyarakat.

3. Menciptakan sistem administrasi kependudukan melalui komitmen berbagai
pihak dan peran serta masyarakat.

a. Dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melibatkan peran
serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Pembentukan forum koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak dalam
memecahkan permasalahan administrasi kependudukan.

c. Pengembangan pusat data terpadu sebagai muara pengumpulan biodata
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penduduk dari hasil pendaftaran dan pencatatan kejadian vital.

4. Mengelola program dan kegiatan dengan prinsip-prinsip good governance, hal ini
dicapai dengan cara:

a. Mengerjakan proses kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
serta data dan informasi secara transbaran dan memenuhi standar
akuntabilitas kinerja.

b. Pengelolaan seluruh program dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki

integritas, dedikasi dan kompetensi serta kemampuan yang profesional.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD
Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi
SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

Tabel T_C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang Maju, Modern dan Religius

Misi9 :Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan
yang baik dan berkualitas.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijkan

1. Meningkatkan | Terpenuhinya Menjadikan faktor ~ |a. Pembangunan yang sasarannya penduduk
kualitas kepastian hukum | kependudukan adalah kegiatan yang bersifat lintas
pelayanan dan hak sipil | sebagai titik sektoral, sehingga memerlukan strategi
administrasi penduduk. sentral kebijakan kependudukan yang bersifat
kependudukan pembangunan terpadu terhadap pengendalian
dan pelayanan yang kuantitas, kualitas dan pengarahan
pencatatan sipil berkelanjutan mobilitas yang didukung
yang trans;aran dengan penyediaan data dan informasi
dan akuntabel. yang akurat.

. Dalam rangka menunjang pengelolaan

kependudukan pembangunan ditempuh
dengan mengedepankan hak-hak penduduk
dan perlindungan sosial serta pemberian
pemahaman tentang pembangunan yang

berwawasan kependudukan.
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2. Mewujudkan
tertib
administrasi
kependudukan
dan catatan
sipil.

Meningkatnya
pemahaman
masyarakat akan
kewajibannya
dalam
pelaksanaan
administrasi
kependudukan

Menyelenggarakan
administrasi
kependudukan
untuk  mendorong
terakomodirnya hak-
hak penduduk serta

perlindungan sosial

a. Menjadikan pelayanan pendaftaran

penduduk, pencatatan sipil dan data dan

informasi dilaksanakan dalam rangka
memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Menerbitkan

kependudukan

identitas dan dokumen
dilaksanakan untuk
hukum

kemudahan dalam pelayanan sosial lainnya.

memberikan kepastian serta

c. Mencegah  segala macam  bentuk
penyalahgunaan pelayanan yang
merugikan masyarakat.

3. Menyajikan data

Tersedianya data

Menciptakan sistem

a. Dalam proses pendaftaran penduduk dan

dan informasi | dan  informasi | administrasi pencatatan sipil melibatkan peran serta
kependudukan | kependudukan kependudukan masyarakat baik secara langsung maupun
dan pencatatan | 4., pencatatan melalui  komitmen tidak langsung.
sipil yang sipil yang akurat berbagai pihak dan b. Pembentukan forum koordinasi dan
akurat dan dan mutakhir | P 2" serta komunikasi antar berbagai pihak dalam
mutakhir. (real time) dan masyarakat. memecahkan permasalahan administrasi
mudah  diakses kependudukan.
masyarakat untuk c. Pengembangan pusat data terpadu sebagai
kepentingan muara pengumpulan biodata penduduk
pembangunan dari hasil pendaftaran dan pencatatan
daerah kejadian vital.

4. Menyediakan Tersedianya Mengelola program | a. Mengerjakan proses kegiatan pendaftaran
layanan konten data | dan kegiatan dengan | penduduk dan pencatatan sipil serta data
informasi data | kependudukan prinsip-prinsip good |  dan informasi secara transparan dan
kependudukan | sesuai kebutuhan | 8Overnance memenuhi standar akuntabilitas Kinerja.
di daerah Kab. | perangkat daerah b. Pengelolaan seluruh program dilaksanakan
PPU oleh tenaga yang memiliki integritas,

dedikasi dan kompetensi serta kemampuan

yang profesional.
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BAB V1.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan

kepoendudukan harus dilaksanakan secara lintas bidang dan lintas sektor, oleh karena itu

dibutuhkan koordinasi dan pemahaman mengenai hubungan penduduk dan dinamikanya

termasuk pembangunan keluarga dengan perkembangan berkelanjutan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai

salah satu SKPD yang menjadi ujung tombak dalam mencapai visi pemerintah daerah,

telah menyusun rencana program dan kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM LOKALITAS KEWENANGAN SKPD.

1.

2
3
4.
5

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Program pendaftaran penduduk

Program pencatatan sipil

Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Program pengelolaan profil kependudukan

B. KEGIATAN LOKALITAS KEWENANGAN SKPD

Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023 meliputi kegiatan-kegiatan Bidang Pelayanan

Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan dan Inovasi

Pelayanan.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota :

A.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji danTunjangan ASN

2.Sub Kegiatan Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
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Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
3. Sub Kegiataan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD

D. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan

Dinas Operasional atau Lapangan

3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya

Program pendaftaran penduduk
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Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas
Pendaftaran Penduduk

2. Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atasHasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan

Program pencatatan sipil
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaandan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan

Peristiwa Penting

2. Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian
Database Kependudukan

1. Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
2. Sub Kegiatan Kerjasama PemanfaatanData Kependudukan
Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian
dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan

Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan DataKependudukan

2. Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat
Dipertanggungjawabkan

Program pengelolaan profil kependudukan
Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

1. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan
serta Kebutuhan yang lain
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Indikator Data Kerja
Kinerja Tujuan, Capalan SKPD
Tujuan | Sasaran Kode Pr;gr?:a‘:'a“ Sasaran, Program pad:‘;l‘:lhun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada | Penan | Lokasi
& (outcome)dan | on oo akhir periode 8
Keglatan (output) n 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra SKPD jga“w“fl;
target Rp target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp
1) (2 “ 5 (6) ™ (®) (9 (109 11 (12) (13) (19 (15) (16) an (18) (19) | (20) | (21)
Peningka . 01 |01 Pelayanan Predikat 1 Tahun
tan Meningkat Administrasi  |Akuntabilitas
kinerja |Kan Tata Kantor (LKIP)
penyelen [kelola
ggaraan pemerinta Lancarnya
pemerint [han yang pelayanan
ahan baik administrasi
perkantoran
01 {01] 01 Penyediaanjasa |Tercapainya 500 6.600.000 500 14.030.000 1.000 |20.630.| DUKC | KAB.
surat menyurat [Pelaksanaan surat Lembar Lembar Lembar | 000 | APIL | PPU
menyurat dan
administrasi 3.000.000
perkantoran
selama 1 tahun
01 | 01] 02 Penyediaan jasa |Tersedianyajasa | 24.600.00 | 12 Bulan | 15.000.00 | 12 Bulan 16.800.000 24 Bulan |31.800. | DUKC | KAB.
komunikasi, komunikasi, 0 0 000 | APIL | PPU
sumber daya air }sumber daya
dan listrik listrik selama 1
tahun
01 J01] 06 Penyediaan Jasa |Terpenuhinya 9,000.000 | 16 unit |9.000.000 | 17 unit 11.930.000 33 unit |]20.930.] DUKC | KAB.
Pemeliharaan |Jasa Pemeliharaan kendaraan kendaraan kendaraan| 000 | APIL | PPU
dan Perizinan  |dan Perizinan
Kendaraan Kendaraan
dinas/operasion |dinas/operasional
al secara berkala
01 jo1| 07 Penyediaan Jasa |Terlaksananya 746.700.0 | 12 Bulan | 736.660.0 | 12 Bulan | 669.200.000 24 Bulan |1.405.8 | DUKC | KAB.
Administrasi Jasa Administrasi 0o 00 60.000 | APIL | PPU
Keuangan Keuangan selama
1 tahun
01 |01} 09 Penyediaan Jasa |Terpeliharanya 76.500.00 | 73 Unit | 76.499.98 | 25 unit 50.000.000 98 unit |} 126.49 | DUKC | KAB.
Perbaikan perlatan Kerja 5 9.985 PPU
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Perubahan Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2018-2023

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Indikator Data Kerja
Kinerja Tujuan, | Capaian SKPD
Tujuan | Sasaran Kode Pr;ﬁ"::‘m‘:‘an Sasaran, Program pad:;‘:]hun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada | Penan | Lokasi
g (outcome}dan |po on oo akhir pericde g
Keglatan {cutput) n 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra SKPD jgauull‘agl-)
target Rp target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp
1 (2) (C)) (5) (6) &) ®) &) (10) 1) (12) (13) 14) (15) (16) an (18) (19) | 20) | 1)
Peralatan Kerja |Kantor 0 APIL
01 jo11] 10 Penyediaan Alat |Tersedianya alat | 60.433.20 | 12 Bulan | 60.184.44 | 12 Bulan | 93.290.000 24 Bulan |153.47 | DUKC | KAB.
Tulis Kantor tulis kantor 0 3 4443 | APIL | PPU
dukcapil selama 1
tahun
01 J01 ] 11 Penyediaan Terpenuhinya 213.000.0 | 60.000 |33.000.00| 60.000 34.000.000 60.000 |67.000.] DUKC | KAB.
barang cetakan |barang cetakan 00 Jembar 0 lembar lembar 000 | APIL | PPU
dan dan penggandaan
penggandaan  |selama 1 tahun
01 {01} 12 Tersedianya Tersedianya 4.000.000 | 12 Bulan | 4.000.000 | 12 Bulan 3.500.000 24 Bulan |7.500.0 | DUKC | KAB.
konponen listrik |komponen 00 APIL | PPU
dan penerangan |instalasi listrik
kantor dan terlaksananya
penggantian
komponen
instalasi listrik
kantor
01 JOo11}] 15 Penyediaan Tersedianya 11.250.00 | 12 bulan | 7.500.000 | 12 bulan 12.925.000 12 bulan |20.425. | DUKC | KAB.
makanan dan makanan dan 0 000 | APIL | PPU
minuman minuman rapat
Jselama 1 tahun
01 j01] 17 Penyediaan Tersedianya 6.000.000 750 3.000.000 | 1.095 4.380.000 1.845 |7.380.0 | DUKC | KAB.
bahan bacaan tersedianya bahan ekseplar eksemplar eksemplar| 00 APIL | PPU
dan peraturan  |bacaan dan
perundang- peraturan
undangan perundang-
undangan selama
1 tahun
01 j01] 18 Rapat-rapat Terlaksananya 117.750.0 | 17kali | 75.050.00 | 30 kali 160.400.000 47 kali |235.45 | DUKC | KAB.
koordinasi dan |rapat-rapat 00 0 0.000 | APIL | PPU
konsultasi ke koordinasi dan
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Perubahan Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2018-2023

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Indikator Data Kerja
Kinerja Tujuan, | Capaian SKPD
Tujuan | Sasaran Kode Prﬁgn;;r:ac:lan Sasaran, Program pad:;:]h“" Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondis! Kinerja pada | Penan | Lokasi
8 (outcome) dan  |ponc akhir periode g
Keglatan (output) n 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra SKPD j;“:v“fl;
target Rp target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp
&Y 2 4 (5) (6) Y] (8) ® (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17 (18) (19) | (20) | (21)
luar daerah konsultasi keluar
daerah
01 |O01] 29 Rapat-rapat Terlaksananya 55.200.00 | 146kali | 42.000.00 | 70 kali 151.950.000 216 kali |193.95 | DUKC | KAB.
koordinasidan |rapat-rapat 0 0 0.000 | APIL | PPU
konsultasi koordinasi dan
kedalam daerah |konsultasi
kedalam daerah
i 02 | 02 Program Predikat
Peningka . Peningkatan Akuntabilitas
tan Meningkat Sarana dan (LKIP)
kinerja |kan Tata
penyelen [Kelola Prasarana
ggaraan |pemerinta Aparatur Cakupan
pemerint |han yang peningkatan
ahan baik Jsarana dan
prasarana
01 [02] 12 Pengadaan Tersedianya alat- 0 0 23 268.000.000 23unit | 268.00 | DUKC | KAB.
peralatandan  [alat kantor dan 0.000 | APIL § PPU
perlengkapan penunjang unit
kantor pekerjaan kantor
01 102 ] 24 Pemeliharaan Tersedianya 65.596.80 | 11 unit | 39.158.00 7 unit 108.242.042 17 unit | 147.40 | DUKC | KAB.
rutin/berkala pemeliharaan 0 0 0.042 | APIL | PPU
kendaraan rutin/berkala
dinas/operasio- |kendaraan
nal dinas/operasional
Selama 1 tahun

»
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Perubahan Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2018-2023

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Indikator Data Kerja
Kinerja Tujuan, | Capalan SKPD
Tujuan | Sasaran Kode Pr;gr?::z:an Sasaran, Program pad:;vl‘:]hun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondist Kinerja pada | Penan | Lokasi
8 (outcome)dan  |po oo on akhir periode 8-
Kegatan (output) n 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra SKPD jga““wagt;
target Rp target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp
(&Y ] “ (5) (6) N (®) )] (10) (11) 12) (13) (19 (15) (16) 17) (18) (19) | (20) | (21)
Meningkat] 01 | 15 Program Predikat
Peningka} 1an Tata Penataan Akuntabilitas
tan kelola Administrasi (LKIP)
kinerja Ipemerinta Kependudukan
penyelen| hap yang
ggaraan baik Prosentase
pemerint dokumen
ahan kependudukan
yang terlayani
01 j15] 03 Implementasi  |Tersedianya 111.940 | 1Dinas4 | 80.000.00 0 0 1 Dinas 4 |80,000. | DUKC
Sistem system Kecamata 0 Kecamata | 000 | APIL
Administrasi Administrasi 000 n n
(membangun, |Kependudukan KAB.
updating dan (SIAK) PPU
pemeliharaan)
Pelaksanaan Pelaksanaan 0 4 80.500.00 4 6.000.000 8 86.500. ] DUKC
Administrasi penerbitan kecamatan 0 kecamatan kecamatan|{ 000 | APIL
kependudukan |dokumenadminist KAB.
melalui SIAK rasi PPU
kependudukan di
4 kecamatan
01 |15 | 17 Penerapandan |Tercetaknya KK 0 11.865 |146.533.7 | 14.520 7.200.000 26.385 |153.73 | DUKC
penerbitan KTP |dan KTP El se keping 92 Lembar keping | 3.792 | APIL | KAB.
El secara regular |Kab. PPU PPU
di Kab. PPU
01 115 | 20 Sinkronisasi data | Tersedianya data 0 115.855 | 50.000.00 - - - - - - 115.855 |50.000. | DUKC | KAB.
pemilu (DPRD, [pemilih pemilu Orang 0 orang 000 | APIL | PPU
DPD, DPR, yang telah di
Presiden,) sinkronisasi

)
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Perubahan Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2018-2023

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Indikator Data Kerja
Kinerja Tujuan, | Capalan SKPD
Tujuan | Sasaran Kode Pr;gn::‘\a:liﬂlan Sasaran, Program padz‘;,l‘:lhun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondist Kinerfa pada | Penan | Lokasi
8 (outcome)dan |pooon oo akhir periode g
Kegiatan (output) n 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra SKPD ‘ga“‘:agl;
target Rp target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp
(1) 2 @ ) (6) 9 (8) 9 (10) an (12) (13) (19 (15) (16) an (18) 19) | (20 | (21)
01 J15 ] 27 Pelayanan pelayanan akta 16.225.00 { 65 lembar | 11.875.00 125 1.025.700 190 12.900. | DUKC | KAB.
pencatatan perkawinan 0 kutipan 0 lembar lembar 700 | APIL | PPU
perkawinan terhadap akta kutipan kutipan
pasangan nikan akta akta
Jberakta nikah
01 [ 15 ] 30 Penerapandan |Tercetaknya KIA 0 22.500 |203.297.5] 15.000 90.000.000 37.500 |293.29 | DUKC | KAB.
penerbitan se Kab. PPU keping 00 keping keping | 7.500 | APIL | PPU
Kartu identitas
Anak (KIA)
01 |15} 32 Pelayanan Peningkatan 1204040 7450 |120.404.0] 14.450 4.080.000 21.900 |124.48 | DUKC | KAB.
pencatatan sipil |pelayanan akta lembar 00 lembar lembar | 4.000 | APIL | PPU
pencatatan sipil Kkutipan kutipan kutipan
dalam melayani akta akta akta
akte kelahiran,
akte kematian dan
akte perceraian
01 |15 ) 33 Pemanfaatan Terlaksananya 10PD 40PD |31.000.00| 60PD 15.300.000 10 OPD |46.300. | DUKC | KAB.
data dan perjanjian kerja 0 000 | APIL | PPU
orientasi inovasi |sama (PKS)
pelayanan pemanfaatan NIK,
kependudukan [Data
kependudukan
dan KTP El
dengan perangkat
daerah/ instansi
pengguna
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Perubahan Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2018-2023

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
indikator Data Kerja
Kinerja Tujuan, Capaian SKPD
Tujuan | Sasaran Kode Programdan | g.caran program [Pada Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondis! Kinerja pada | Penan | Lokasi
Keglatan Awal N
(outcome)dan |pooncanaa akhir periode g8
Keglatan (output) n 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra SKPD g““',‘fl;
target Rp target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp
& D) @ ©) ©) ™ ®) ©) (10) (11) (12) 13 | 4 (15) (16) a7 a8 | 09 [ o | ey
Cakupan |' Aparatur [2.12 |01 PROGRAM TERLAKSANAN
pelayana [sipil PENUNJANG  |YA PENUNJANG
n Negara URUSAN URUSAN
administrJdan THL PEMERINTAHA |PEMERINGTAH
asi N DAERAH DAERAH
perkanto JKABUPATEN
ran /KOTA
212 o1 [2.02 Administrasi Terlaksananya
Keuangan pembayaran gaji
Perangkat Daerah |dan tunjangan
aparatur Dukoapil
2.12 J01 }2.02 {01 |Penyediaan Gaji |Terlaksananya 14 Bulan J3.821.694.5 14 Bulan | 3.692.819.445|14 Bulan | 3.692.819.]14 Bulan | 3.692.8| DUKC| KAB.
dan Tunjangan  |pembayaran gaji 62 445 19.445] APIL | PPU
ASN dan tunjangan
aparatur Dukcapil .
2.12 J01 |]2.02 J02 |Penyediaan Tersedianya Gaji 12 Bulan |82.620.000 |12 Bulan 82.620.000]12 Bulan |165.240.00 |12 Bulan }165.240 | DUKC| KAB.
Administrasi dan Tunjangan 0 .000° APIL { PPU
Pelaksanaan ASN
Tugas ASN
2.12 o1 Administrasi Terlaksananya
Umum Perangkat |pelayanan
Dacrah administrasi Umum
Pemerintah
Daerah/ Dukcapil
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Perubahan Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2018-2023

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Indikator Data Kerja
p Kinerja Tujuan, Capalan SKPD
Tujuan | Sasaran Kode r;g;:;:an Sasaran, Program pad:;:lh““ Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada | Penan | Lokast
(cutcome) dan Perencanaa akhir periode g-
Kegiatan (output) n 2019 2020 2021 2022 2023 RenstraSKPD | & b
target Rp target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp
(1) @ @ 5 © ) ® ) (10) 11 (12) (13) (149) (15 (16) 17 (18) (19) | o) | (21
! | . .
2.12 01 §2.06 |01 Penyediaan Penyediaan 12 bulan | 1.859.490 | 12 Bulan 1.859.450 12 Bulen | 4.800.000 | 12 Bulan 4.80%0.0 I;},{II(LC l;ngJ
Komponen Komponen
Instalasi Instalasi
Listrik/Peneranga |Listrik/Penerangan
| Bangunan Bangunan Kantor
Kantor
2.12 |01 |[2.06 |02 |Penyediaan 10 unit | 150.000.000 10unit |150.000.00] 10unit |150.000 |DUKC|KAB.
Peralatan dan 0 000 | APIL | PPU
Perlengkapan
Kantor
2.12 J01 |2.06 ]03 |Penyediaan 5 unit 25.000.000 Sunit ]25.000.000} Sunit |25.000. |JDUKC|KAB.
Peralatan Rumah 000 | APIL | PPU
Tangga
2.12 |01 J2.06 J05 {Penyediaan Lancarnya 20.112  110.000.000 | 20.000 6.000.000 20.000 | 6.000.000 { 20.000 |6.000.0 DUKC|KAB.
Barang Cetakan |pelayanan Lembar lembar lembar lembar 00 | APIL | PPU
dan Penggandaan {administrasi
perkantoran
2.12 {01 ]2.06 J06 |Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
undangan
2.12 |01 |2.06 |09 [Penyelenggaraan ]Terlaksananya 40 59.984.000 30 59.984.000 50 180.000.00 50 180.000 | DUKC] KAB.
Rapat Koordinasi |Rapat konsultasi Kegiatan Kegiatan Kegiatan 0 Kegiatan | .000 | APIL | PPU
dan Konsultasi  |dan Koordinasi
SKPD Disdukcapil
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Perubahan Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2018-2023

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Indikator Data Kerja
Kinerja Tujuan, Capaian SKPD
Tujuan | Sasaran Kode Pr;zgr?:tlac‘l‘an Sasaran, Program pad‘:x:]hun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada | Penan | Lokasi
8 (outcome)dan  [pooon oo o akhir pericde g
Keglatan (output) n 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra SKPD g“w“fg
target Rp target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp
1) (@) 0] (5) (6) N (8) 0] (109) an (12) (13) 19 (15) (16) an (18) (19) | 20) | 21
212 fo1 |2.07 Pengadaan 1 unit 400.000.000 lunit [450.000.00] 1unit {450.000 |DUKC|KAB.
Barang Milik 0 .000 | APIL | PPU
Deaerah Penunjang
frusan Pemerintah
Daerah
2.12 ]01 |2.07 JO1 JPengadaan 1unit | 400.000.000 lunit |450.000.00| 1unit |[450.000 | DUKC|KAB.
Kendaraan 0 .000 | APIL | PPU
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
2.12 j01 [2.07 ]O5 |Pengadaan Mebel SOunit {197.725.00 | 30unit | 197.725.000 20 unit  |200.000 |DUKC| KAB.
0 000 | APIL | PPU
2.12 |01 ]2.07 106 |Pengadaan 15unit | 180.000.000 20unit |200.000.00| 20unit }200.000 |[DUKC| KAB.
Peralatan dan 0 000 | APIL | PPU
Mesin Lainnya
2.12 j01 ]2.07 ]10 |Pengadaan Sarana 10 unit 70.000.000 10 unit |70.000.000| 10unit |70.000. [DUKC|KAB.
dan Prasarana 000 | APIL | PPU
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
212 o1 |2.08 Penyediaan Jasa |Tersedianya jasa 1
Penunjang Urusan |penunjang
Pemerintahan pelayanan publik
Daerah pemerintah daerah/
Disdukcapil
2.12 j01 ]2.08 101 |Penyediaan Jasa |Terlaksananya 19.636.867 DUKC| KAB.
Surat Menyurat | Surat Menyurat 12 Bulan | ;g 396867 | 12 Bulan APIL | PPU
kantor
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Perubahan Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2018-2023

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Indikator Data Kerja
Kinerja Tujuan, Capalan SKPD
Tujuan | Sasaran Kode Pr;gr?n;dan Sasaran, Program pad:;ll’:lhun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada | Penan | Lokasi
eglatan (outcome) dan  |po on oo akhir periode g8
Kegiatan (output) 2023 Renstra SKPD gung-
eglal tp n 2019 2020 2021 2022 jawab
target Rp target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp
m 2 @ (5) (® Y] (8 ® (10 11 (12) (13) (149 (15) (16) (17) (18 (19) | (20} | (21)
212 |01 [208 [02 Jpenyedinan Josa Lancamya DUKC|KAB,
Komunikasi,  {pelayanan 12Bulan |17386.750 | 12 Bulan | 23.215.500
Sumber Daya Air administrasi
dan Listrik perkantoran
2.12 |01 [2.08 [04 |Penyediaan Jasa DUKC |KAB.
Pelayanan Umum APIL |PPU
Kantor
2.12 [01 j2.08 |03 Penyediaan Jasa
Peralatan dan 1Unit | gg19.000 | 12unit | 100.000.000
Perlengkapan
Kantor
212 for J2.08 Jo4 Penvediaan J Lancamnya DAIP{KILC&B
enyeciaan Jasa  |pelayanan umum 1.379.400.0
Pelayanan Umum Jhagt masyarakt 33 orang |1379.400.0] 31 orang | 1.295.800.00
Kantor Kab. PPU’
2.12 o1 J2.09 Pemeliharaan Terlaksananya DUKC|KAB.
Barang Milik Penunjang Urusan APIL |PPU
Daerah Penunjang |Pemeringtah
Urusan Daerah
Pemerintahan
Daerah
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Perubahan Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2018-2023

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Indikator Data Kerja
Kinerja Tujuan, | Capalan SKPD
Tujuan | Sasaran Kode "'.‘zg"?:.';:“ Sasaran, Program padz :::“m Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada | Penan | Lokasi
s (outcome) dan  |pe oncanaa akhir periode g
Keglatan (output) n 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra SKPD jga“‘;'ft;
target Rp target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp
(¢Y) (2 “ 5 (6) Y] ® ® (10) a1 (12) (13) (14) (13) (16) (17) (18) (19) | (20) | (21)
212 fo1 {209 o Penyediaan Jasa |Terpeliharanya KAB.
Pemeliharaan, kendaraan dinas PPU
Biaya dan terbayarnya DUKC
Pemeliharaan dan fpajak kendaraan 16 Unit [153.320.00 | 17unit | 124.760.000
Pajak Kendaraan |dinas Disdukecapil - 0 un APIL
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas
2.12 WO] 2.09 06 [Pemeliharaan Pemeliharaan 54 Unit |38.660,000 | 30 unit 25.000.000 DUKC |KAB.
Peralatan dan Peralatan dan APIL |PPU
Mesin Lainnya  JMesin Lainnya
Meningk |Terpenuhi |2.12 |02 PROGRAM Prosentase 100% |61.197.456| 100% 87.500.000 100% |130.000.00| 100% ]130.000 | DUKC| KAB.
atkan nya PENDAFTARAN |dokumen 0 000 | APIL | PPU
kualitas lkepastian PENDUDUK erpenduduknn
pelayana |hukum dan yang dilayani
n hak sipil
administr |penduduk
;se‘pendud 2.12 02 2,01 Pelayanan Terlaksananya 100% [61.197.456| 100% 87.500.000 100% | 130.000.00 100% [130.000 |DUKC| KAB.
ukan dan Pendaftaran Penerbitan 0 000 | APIL | PPU
pelayana Penduduk Dokumen atas hasil
a pelaporan peristiwa
pencatata kependudukan
n sipil
yang N
transpara 212 |02 |2.01 |02 |Pencatatan, Terbitnya KTP-EL, 10.000 10.500 10.750 10.750 DUKC| KAB.
ndan Penatausahm KIA dan Dokumen Keping Keping Keping Keping APIL | PPU
akuntabel dan Penerbitan  |lainnya KIA KIA KIA KIA 80.000.
Dokumen atas 18.000.000 37.500.000 80.000.0600 000
Pendaftaran
Penduduk 22.000 22.500 24.000 24.000
KTP-EL KTP-EL KTP-EL KTP-EL
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Perubahan Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2018-2023

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

67

Indikator Data I?e;;;
Kinerja Tujuan, | Capalan SKPD
Tujuan | Sasaran Kode Pr;g;:a‘;l‘an Sasaran, Program pad:‘;'l‘:]hun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada | Penan | Lokasl
(outcome)dan |porononoo akhir periode g
Keglatan (output) n 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra SKPD jga“':agl;
target Rp target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp
1 (2) C)) 5 (6) Y] (8) ® (10) 1 (12) (13) 149 (15) (16) (17 (18) (19) | (20) | (21)
18.000 15.500 19.000 19.000
Lembar Lembar Lembar Lembar
KK KK KK KK
2.12 |02 2.01 07 [Penerbitan 12 43.197.456 12 50.000.000 12 50.000.000 12 50.000. | DUKC| KAB.
Dokumen atas Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen | 000 | APIL | PPU
Hasil Pelaporan
Peristiwa
Kependudukan
Meningk |Terpenuhi [2.12 |03 PROGRAM Penerbitan 100% |18.000.000| 100% | 37.500000 | 100% |[80.000.000| 100% |80.000. [DUKC| KAB.
atkan nya PENCATATAN |dokumen 000 | APIL | PPU
kualitas  |kepastian SIPIL Pencatatan Sipil
pelayana jhukum dan
n hak sipil
administr fpenduduk [2.12 Jo3 [2.01 Pelayanan Tertib dokumentasi 100% |18.000.000| 100% | 117.500000 | 100% |160.000.00| 100% [160.000 |DUKC| KAB.
asi Pencatatan Sipil IPencatatan Sipil 0 .000 | APIL | PPU
kependud
uklandan 2.12 §03 J2.01 jO1 JPencatatan, Kepemilikan Akta 6810 Akta | 18.000.000 | 5623 37.500.000 | 5.235 Akta | 80.000.000 | 5.235 Akta | 80.000. | DUKC| KAB.
pelayana Penatausahaan  |Pencatatan Sipil Akta 000 | APLL | PPU
n dan Penerbitan  |oleh Masyarakat
pencatata Dokumen atas
n sipil Pelaporan
ymgpam Peristiwa Penting,
n dan 2.12 03 [2.01 [02 |Peningkatan Pelayanan keliling 500 Akta | 80.000.000 | 500 Akta |80.000.000 | 500 Akta |80.000. |DUKC| KAB.
akuntabel dalam Pelayanan |dikelurahan / desa 000 | APLL | PPU
Pencatatan Sipil
. k4
8 2 v




Perubahan Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2018-2023

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Indikator Data Kerja
Kinerja Tujuan, | Capaian SKPD
Tujuan | Sasaran Kode Prﬁg?;?aian Sasaran, Program padz‘;'l‘:lhun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondis! Kinerja pada | Penan | Lokasi
€8 (outcome)dan |p. oncanan akhir periode 8
Kegfatan (output) n 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra SKPD fa“‘;‘f{,
target Rp target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp
&) () O] (5) () N 1) 9 (10) ay (12) (13) (14) (15) (16) a7 (18) 19 | 20) | (21)
Menyedia |Tersediany |2.12 |04 PROGRAM Data DKB (Data DUKC| KAB.
kan a konten PENGELOLAAN [Kependudukan APLL | PPU
layanan |data INFORMASI Bersih)
informasi |kependudu ADMINISTRASI
data  |kan sesuai KEPENDUDUK 100% [*1584155| 1000 | 302500000 | 100 P20 100w PN
kependud |[kebutuhan AN :
ukandi |perangkat KEPENDUDUK
daerah  {daerah AN
Kab.
PPU
212 o4 [2.01 Pengumpulan Data bersih DUKC| KAB.
Data erpendudukan APIL | PPU
Kependudukan
dan Pemanfaatan 100% | 62500000 | 100% [e2500000( 100% |62
dan Penyajian
Database
Kependudukan
2.12 (04 |2.01 |01 |Pengolahandan |Tersedianya data DUKC| KAB.
Penyajian Data  |penduduk yang ll‘.724 37.500.000 ll'.724 37.500.000 ]|‘.724 37.500. | AP | PPU
Kependudukan [Fsutaii Jiwa Jiwa Jiwa | 000
2.12 {04 ]2.01 JO2 [Kerjasama Terjalinnya 4 DUKC| KAB.
Pemanfaatan Data [kerjasama dengan Kerjasam | 25.000.000 3 125.000000 K 3 256880‘ APL | PPU
Kependudukan  |lembaga pengguna a Kerjasama €fjasama
212 |04 J2.02 Penataan Tertib administrasi DUKC| KAB.
Pengelolaan |kependudukan 100% APIL | PPU
Informasi yang kapabel 100% [ 198.497.94 198.497
Administrasi 4 944
Kependudukan
68
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Perubahan Renstra Disdukcapil Kab. PPU Tahun 2018-2023

»)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Indikator Data Kerja
Kinerja Tujuan, | Capalan SKPD
Tujuan | Sasaran Kode P r;ir?:;:an Sasaran, Program padzzzlhun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisl Kinerja pada | Penan | Lokast
8 (outcome)dan |p 0o akhir periode g
Keglatan (output) n 2019 2020 2021 2022 2023 Renstra SKPD ﬁuJi
target Rp target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp
(EY) (2 0] (5) O] Q) (8 9 (10) ay (12) (13) (a4 (15 (16) 17 (18) (19) 1 20) | (1)
212 fo4 |2.02 o1 Penyusunan Tata |Tersedianya data 4 198.497.94 4 198.497 |DUKC| KAB.
Cara penduduk yang Kecamatan 4 Kecamatan| .944 | APIL | PPU
Perencanaan, valid dan mutakhir
Pelaksanaan, untuk perencanaan
Pernantauan, pembangunan dan
Evaluasi, pelayanan publik
Pengendalian, dan
Pelaporan
2.12 jo4 |2.03 Penyelenggaraan |Dokumen 100% ]217.343.61| 100% 77.500.000 100% |240.000.00] 100% |240.000 |]DUKC| KAB.
Pengelolaan Adminduk dan 0 0 .000 | APIL | PPU
Informasi Data
Jadministrasi JKependudukan
Kependudukan  Jterkini
2.12 r04 2.03 r03 Penyelenggaraan |Jumlah data 50.000 |[217.343.61| 20.000 | 37.500.000 50.000 |200.000.00| 50.000 ]200.000 |DUKC| KAB.
Pemanfaatan Data [kependudukan NIK 0 NIK NIK 0 NIK 000 | APIL | PPU
Kependudukan  |terupdate dan
dimanfaatkan oleh
lembaga pengguna
2.12 fo4 ]2.03 {08 |Penyajian Data 12 40.000.000 12 40.000.000 12 40.000. | DUKC| KAB.
Kependudukan Data Dokumen Dokumen Dokumen | 600 | APIL | PPU
Yang Akural a
dapes tdan | pendudukan
Dipertanggungja |Y2"8 akurat
wabkan
Menyajik | Tersediany |2.12 |05 PROGRAM 1 45.000.000 |1 Dokumen|45.000.000 |1 Dokumen | 45.000. ] DUKC| KAB.
andata |a data dan PENGELOLAAN |Data Profil Dokumen 000 | APIL | PPU
dan informasi PROFIL |kependudukan
informasi {kependudu KEPENDUDUK Jakurat
kependud |kan dan AN
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